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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 259/PMK.04/2016
TENTANG
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam kontrak karya atau perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara telah diatur
ketentuan mengenai pemberian pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka
kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, atas impor mesin serta barang dan
bahan dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea

masuk;
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Mengingat

bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan perpajakan
dan kepabeanan di bidang pertambangan mineral dan
batubara, tertib administrasi, pengawasan, dan kepastian
hukum terhadap pelaksanaan pemindahtanganan,
ekspor kembali, dan pemusnahan atas barang yang
diimpor dengan menggunakan fasilitas perpajakan dan
kepabeanan dalam rangka kontrak karya atau perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai pembebasan atau
keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka
kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea
Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Menetapkan
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM
RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset,
penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan
dari aset perusahaan.

Ekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor eks
fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk
dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam
rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara dari Daerah
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10.

11.

Pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wujud dan
bentuk asal suatu barang menjadi suatu unsur atau
senyawa yang tidak dapat dibentuk menjadi barang asal.
Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah
perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan
perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka
penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha
pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak
bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.
Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah
perjanjian kerjasama/karya antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Kontraktor untuk melaksanakan
pengusahaan pertambangan batubara.

Kontraktor Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama/
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang
selanjutnya disebut Kontraktor, adalah badan usaha yang
melakukan pengusahaan pertambangan mineral atau
batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing
(PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhi kewajiban pabean

sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
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BAB II
PERLAKUAN KEPABEANAN DAN/ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM
RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Pasal 2

Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor
barang dalam rangka KK dan PKP2B hanya dapat
diberikan  kepada  Kontraktor @ yang  kontraknya
mencantumkan pembebasan atau keringanan bea masuk
atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B.

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang
dalam rangka KK dan PKP2B hanya dapat diberikan
kepada Kontraktor yang kontraknya mencantumkan
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang

dalam rangka KK dan PKP2B.

Pasal 3

Pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk
dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan melalui
masterlist yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Menteri.

Masterlist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

a. Nomor dan tanggal masterlist;

b. Nama perusahaan Kontraktor;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Alamat;

e. Dasar kontrak;

f.  Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
g. Pelabuhan pemasukan barang;

h. Jenis, jumlah, dan satuan barang;

=

Spesifikasi barang;



